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PUTUSAN 

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sbga 

 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan  

dalam perkara cerai gugat, antara: 

Xxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 

tanggal 2 November 1954, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Propinsi 

Sumatera Utara, sebagai Penggugat; 

melawan 

Xxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Barus, 

tanggal 2 November 1954, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Desa 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai 

Tergugat; 

 
Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; 

 
DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 

Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga 

pada tanggal yang sama dengan register Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 2 dari 14. Halaman  
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sbga 

 

 

1. Bahwa pada tanggal Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan 

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodya Sibolga, Kota 

Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

tertanggal Xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga; 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniani 5 orang anak 

yang masing-masing bernama: 

1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx1, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 1983; 

2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx2, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 1985; 

3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx3, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 1986; 

4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx4, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 1988; 

5) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx5, Perempuan, lahir pada tanggal 2 November 

1998; 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga 

dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 15 tahun, ketentraman rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara 

Pengggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara 

terus menerus sejak bulan Juni tahun 2006 sampai dengan saat ini, yang 

penyebabnya antara lain: 

- Malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah anak dan istri; 

- Selalu bicara kasar, cakap kotor kepada anak dan istri; 

- Pernah sampai mengancam ingin membunuh istri 

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Juni tahun 2006 yang menyebabkan antara Penggugat dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan 

kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya 

suami istri; 

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat 

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan 

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil; 

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian; 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk 

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar 

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun 

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) 

kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan 

gugatan cerai ini dikabulkan; 

10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

ini, oleh karena Penggugat keluarga kurang mampu/miskin dan tidak punya 

pekerjaan tetap, maka Penggugat memohon dibebaskan dari segala biaya 

dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari 

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa 

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Xxxxxxxxxxxxx bin 

Xxxxxxxxxxxxxx)  Terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxx binti 

Xxxxxxxxxxxxxx); 

3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bobo); 

 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang 

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang 

menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam 

sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang 

sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar 

Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama 

Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud dalam 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke 

muka sidang; 

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang 

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan 

aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, 

selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxx  yang aslinya 

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, 

Propinsi Sumatera Utara pada tanggal Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh 

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok 

serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi 

paraf dan tanda bukti (P2); 

B. Saksi: 

1.  Nama Xxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx1, tempat dan tanggal lahir di 

Jakarta, 1 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, 

Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah 

enam belas tahun menjadi adik ipar Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah 

dikaruniai lima orang anak; 

− Bahwa selama bersama, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di 

rumah sendiri di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga; 

− Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah 

selama lima belas tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan 

Penggugat;  

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena 

terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan 

Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab 

Penggugat dengan Tergugat bertengkar; 

− Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah pernah 

atau belum pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan 

Tergugat; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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− Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara 

Penggugat dengan Tergugat; 

2. Nama Xxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx2, tempat dan tanggal lahir di 

Sibolga, 25 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus 

rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli 

Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah 

tiga puluh dua tahun menjadi ipar Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang 

telah dikaruniai lima anak; 

− Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

sendiri di Kota Sibolga; 

− Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

berpisah rumah selama lima belas tahun;  

− Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan 

karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama; 

− Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat; 

− Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat 

dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita 

kepada saksi tentang pertengkara Penggugat dengan Tergugat; 

− Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah pernah 

atau tidak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; 

− Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara 

Penggugat dengan Tergugat; 

 
Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

tidak ada mengajukan pertanyaan; 

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara 

lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 

dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini. 

 
PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah terurai di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan 

Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa 

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan 

agama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kota Sibolga yang 

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga dan Tergugat tidak ada 

mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf 

(a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan 

Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, 

baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah 

Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal 

standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; 

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan 

Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 8 dari 14. Halaman  
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sbga 

 

 

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan 

tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, 

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan 

ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang 

sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, 

oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi 

tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa 

hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (verstek); 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke 

persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di 

persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar 

Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara 

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. 

Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-

dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 

serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti 

tersebut menjelaskan tentang Penggugat yang saat ini berkediaman di 
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Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, 

Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan 

Pasal 301  R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan 

permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea 

Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti 

tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan 

Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 26 April 1981, 

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah 

dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang 

Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 

175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan 

Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam 

perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat 

serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu 

persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 

309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang Penggugat dengan 

Tergugat yang sudah berpisah rumah selama lima belas tahun adalah berasal 

dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, dan 

keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah 

memenuhi syarat materiil saksi; 
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Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi 

syarat formiil dan materill dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil 

gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki 

kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, 

terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Kelurahan Pancuran Bambu, 

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara; 

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 April 

1981 dan belum pernah bercerai; 

- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 

rumah selama lima belas tahun; 

- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan 

Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian 

antara Penggugat dengan Tergugat; 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang 

menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah 

dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat 

karena hanya saksi pertama Penggugat yang pernah melihat dan mendengar 

sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua 

Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita 

Penggugat kepada saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri 

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lima 

belas tahun; 

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam 

rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena  

tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak 

mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami 

istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui 

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika 
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melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah atau ketika suami atau 

istri tersebut bercerita sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan 

kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 

November  2000, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah 

berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan 

suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan 

telah menunjukkan hati suami sitri yang sudah pecah, maka majelis 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah 

karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup 

rukun lagi dalam membina  rumah tangga; 

 
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam: 

Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: 

                                   

           

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut  

diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat 

dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana 

sakinah mawaddah warahmah yang merupakan tujuan perkawinan 

sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir 

dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat;  

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan 

pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga fakta bahwa 

antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah selama enam 

tahun serta sudah saling tidak memperdulikan lagi telah membuktikan 

pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis 

berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah 

terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan 

Penggugat telah beralasan hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta 

hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali 

dalam membina rumah tangga (broken marriage), maka petitum surat gugatan 

Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap 

Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan 

permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara (prodeo) 

dikarenakan Penggugat termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu 

dan untuk mendukung permohonan tersebut, Penggugat telah melampirkan 

Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan 

setempat dan berdasarkan pertimbangan Panitera serta Keputusan Ketua 
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Pengadilan Agama Sibolga dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Pengadilan Agama Sibolga, oleh karena anggaran untuk berperkara secara 

cuma-cuma (prodeo) tersedia, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 

1 Peraturan Mahakah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,  

permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang 

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang dalam hal ini 

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 
MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxxxxxxx bin 

Xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxx binti 

Xxxxxxxxxxxxxx); 

4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga 

Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh 

empat ribu rupiah);   

 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh M. Arif Sani, 

S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang 

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Edy Sumardi, S.Ag sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 14 dari 14. Halaman  
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Sbga 

 

 

Hakim Anggota Ketua Majelis 

Dto  Dto 

 
Mulyadi Antori, S.HI 

  
M. Arif Sani, S.HI 

 

 

 

Hakim Anggota 

  

Dto   

 
Ari Ambrianti, SH 

  

   

Panitera  

  Dto 

 
 

 

  
Edy Sumardi, S.Ag 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian biaya perkara: 

1. Biaya Proses Rp.     50.000,00 

2. Biaya Panggilan Rp.   215.000,00 

3. Materai Rp.       9.000,00 

Jumlah Rp.   274.000,00 

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) 
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